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PENGANTAR

Pakta Integritas (P!) adalah salah satu alat pencegahan korupsi, dikeluarkan Transparency
International pada tahun 1990-an, yang telah diadopsi oleh berbagai negara dalam rangka
pembaharuan Sistem Kepemerintahan untuk meminimalkan KKN, terutama dalam aktivitas
Pengadaan Barang dan Jasa. Filosofi dasarnya adalah berusaha membuat transaksi bisnis
di antara kontraktor menjadi lebih fair, sekaligus mampu menimbulkan hak dan kewajiban
para pihak, tanpa mengubah hukum setempat. Pakta Integritas merupakan penterjemahan
konsep Sistem Integritas Nasional (SIN), sebagai turunan pengejawantahan konsep besar
Pulau - pulau Integritas (Islands of Integrity) dari Transparency International.

Di Indonesia ketentuan mengenai Pakta Integritas diatur dalam Bab | Bagian Pertama Pasal
1 poin 21 Keppres 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah
yang dikeluarkan pada tahun 2003. Sejak Keppres 80 / 2003 dikeluarkan, secara hukum
positif 1 , Naskah Pakta Integritas telah diadopsi dan menjadi bagian syarat kelengkapan
dokumen yang harus dilampirkan oleh para kontraktor dalam aktivitas pelelangan Pengadaan
Barang dan Jasa. Sehingga semua peserta pelelangan meyakini bahwa proses pelelangan
pada dasarnya telah dilengkapi Naskah Pakta Integritas.

Disamping penerapan Pl dalam PBJ seperti di atas, penerapan "Pakta Integritas” yang pada
dasarnya bukanlah Pakta Integritas telah merambah ke mana - mana. Transparency
International Indonesia mencatat, berbagai institusi / individu warga negara Indonesia yang
menyatakan telah menandatangani / menerapkan "Pakta Integritas” antara lain Bapak
Taufik Efendi beserta staf (Kementerian PAN / MenPAN), Bpk Sofyan Djalil (Menkominfo),
Bpk Anton Apriantono (Menteri Pertanian), Bpk Kodradi (Dirut PT Bank BTN), Sdr. Anindya
Bakrie (PT Bakrie Telkom) dan lain sebagainya termasuk Bpk Slamet Effendi Yusuf (Ketua
Badan Kehormatan DPR RI).

Apakah Pl yang telah semarak ditandatangani tersebut benar - benar Pl ? Merujuk pada isi
dan prinsip dasar dari Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Transparency International,
”Naskah Pakta Integritas” tersebut bukanlah Pakta Integritas !!!

Dalam Pakta Integritas, terdapat sembilan prinsip dasar Pl yang seharusnya dipatuhi, yaitu
pertama, Komitmen Pemerintah, ke - dua, Komitmen Swasta, ke - tiga, Komitmen Pemerintah
dan Swasta terhadap Partisipasi Masyarakat, ke - empat, Pemantau Independen, ke - lima,
Mekanisme Pengaduan, ke - enam, Mekanisme Resolusi Konflik/Penyelesaian Perselisihan
ke - tujuh, Perlindungan Saksi, ke - delapan, Penerapan Penghargaan dan Hukuman
ke - sembilan, Kesepakatan Batasan Rahasia.

1 Hukum positif berarti sejak peraturan dikeluarkan dianggap setiap warga Negara mengetahui dan mematuhi untuk
mengikuti ketentuan hokum yang berlaku tersebut
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Transparency International Indonesia sendiri, sebagai upaya mendorong penerapan PI
sebagaimana mestinya, sejak tahun 2003 telah memfasilitasi penyusunan, penandatanganan
dan penerapan Pl oleh Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang sekaligus menjadi
pelopor dan Pemerintah Kabupaten pertama yang menerapkan Pl.

Pada dasarnya, syarat mutlak dan mendasar keberhasilan pendekatan moral PI adalah
adanya keteladanan dari pimpinan suatu wilayah atau institusi serta komitmen serius dari
seluruh fihak untuk menjaga konsistensi penerapan Pl. Ketentuan mendasar yang harus
dipahami oleh masyarakat adalah, jika penandatanganan Pl hanyalah menandatangani
selembar naskah tanpa disertai penerapan 9 prinsip Pl secara menyeluruh, maka hal tersebut
bukanlah Pakta Integritas (Integrity Pact) namun hanyalah Komitmen/Pernyataan Integritas
(Integrity Pledge). Keduanya hampir sama, namun sangat jelas berbeda. Hingga pada
gilirannya kontrol dari semua fihak terhadap penandatanganan semua naskah Pl sangat
diperlukan.

Atas berbagai realitas di atas dan pertimbangan menjaga konsistensi penerapan Pl secara
utuh dan komprehensif, Transparency International Indonesia memandang perlu menyusun
Modul Mendorong Penerapan Pakta Integritas. Sehingga siapa saja dapat melakukan upaya
Penerapan Pl di mana saja dengan mengacu pada Buku Modul ini.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2009

Tim Pakta Integritas
Transparency International Indonesia
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PENDAHULUAN

Penyusunan Modul Strategi Penerapan Pakta Integritas ini di latarbelakangi oleh beberapa
sebab, antara lain Pl sebagai salah satu produk dari Transparency International, di Indonesia
saat ini telah sangat populer dan cukup banyak institusi / individu yang menyatakan telah
menandatangani Pakta Integritas. Meskipun naskah yang ditandatangani tersebut bukanlah
konsep Pl yang sesungguhnya.

Pada sisi yang lain, cukup banyak juga institusi yang mengajukan permintaan kepada
TI-Indonesia (baik secara verbal informal, surat resmi maupun surat elektronik) untuk
difasilitasi melakukan penyusunan, penandatanganan dan penerapan Pl secara utuh dan
komprehensif seperti yang dilakukan Tl-Indonesia di Kabupaten Solok Sumatera Barat dan
beberapa Kota/Kabupaten lainnya. Namun karena jumlah staf (anggota) Tl-Indonesia, yang
menguasai Pl sangat terbatas, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi.

Sementara, dalam waktu yang bersamaan Tl-Indonesia saat ini tengah mendorong penerapan
Pl secara lebih luas melalui 4 Kantor Lapangan (Field Office/FQ), 1 Kantor Daerah dan 5
Mitra Lokal di Sembilan Propinsi : FO Sumatera Barat, FO Sulawesi Selatan, FO Jawa Timur,
FO Banten dan Kantor Daerah Aceh. Mitra Lokal di Kota Balikpapan (Kalimantan Timur),
Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Gorontalo
(Gorontalo) dan Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah). Kantor Daerah Aceh wilayah kerja/pilot
project di 10 Kota/Kabupaten. Dengan demikian kebutuhan akan adanya Modul / Panduan
untuk mendorong penerapan Pl makin mendesak.

Penyusunan Modul ini bertujuan untuk pertama, menghasilkan Modul Strategi Mendorong
Penerapan P| yang memudahkan siapa saja yang berupaya melakukan upaya pada suatu
wilayah, kedua, modul yang dihasilkan tersebut harus sederhana dan mudah difahami oleh
siapa saja dalam mendorong penerapan P| (user friendly).
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Namun demikian, agar upaya penerapan Pakta Integritas di suatu wilayah dapat terlaksana
dengan lancar, pelaksana (individu) yang akan mempergunakan modul ini paling tidak
memahami beberapa hal diantaranya :

1.  Pengetahuan tentang pengorganisasian, untuk merancang dan memperkuat organisasi masyarakat
sipil (Civil Society Organisation / CS0) yang akan berperan sebagai Pemantau Independen
terhadap penerapan PI.

2.  Memiliki kemampuan analisa sosial politik suatu wilayah

3. Memahami seluk beluk bahasa hukum dalam produk hukum perundang - undangan yang
meliputi UU, Keppres, Perpres, Kepmen, Perda, SK Bupati dan lain sebagainya

4. Memahami tahapan dan jadwal persidangan yang dilakukan oleh para anggota Dewan

5.  Memahami struktur, anatomi dan arah kebijakan anggaran daerah dalam APBD

6. Memiliki kemampuan (minimal) untuk memberikan pelatihan yang berkaitan dengan penerapan
PI.
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PERSIAPAN MENDORONG PI DI DAERAH

Il. 1. Pendekatan

Ada tiga elemen penting penopang Pl yang harus di dekati secara paralel, mulai dari
tahap proses mendorong sampai tahap Pl di implementasikan. Tiga elemen tersebut
adalah : Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif), Pelaku Bisnis dan Masyarakat Sipil.
Meskipun target prioritas dan yang akan menandatangani/memiliki dokumen naskah
Pl (versi Tl Indonesia) adalah Eksekutif {(Pemerintah), namun kepada ke tiga elemen
tersebut substansi Pl harus di diperkenalkan secara paralel untuk mendorong Pl di
daerah sasaran.

Proses percepatan dalam mendorong Pl di daerah, dipengaruhi kondisi sosial politik
di daerah tersebut. Sehingga Officer? dituntut untuk sabar dalam melakukan
pendekatan ke tiga elemen tersebut.

I1.1.1. Kepemerintahan
11.1.1.1. Eksekutif

Titik sentral keputusan untuk melakukan perubahan di suatu daerah
sangat tergantung di Kepala Daerah. Untuk itu, target prioritas
adalah bagaimana meyakinkan sang Kepala Daerah (Gubernur,
Bupati, Walikota) dapat menerima dan memahami PI.

Untuk sampai pada target dapat melakukan pembicaraan langsung
dengan Kepala Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk :
1. Pembicaraan formal, langkahnya dimulai oleh Officer
¢ Mengirimkan surat resmi minta penjadwalan pembicaraan
dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota).

Dalam proses lapangan, kemungkinan upaya mendorong secara resmi akan di kabulkan,

dengan indikator dan beberapa kemungkinan yaitu :

s Pembicaraan dilakukan antara Officer dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati,
Walikota) saja dan atau Kepala Daerah akan didampingi oleh beberapa Stafnya.

* Kemungkinan lain adalah, officer akan diterima oleh Sekda dan atau di dampingi
oleh beberapa Kepala Dinas.

2 Officer adalah pelaksana ataupun individu yang mendorong upaya penerapan P| di suatau wilayah
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2. Pembicaraan Infomal, langkah awal yang mesti dilakukan officer

¢ Menjalin komunikasi intensif dengan sespri (sekretaris pribadi

/ orang terdekat dengan Kepala Daerah) ataupun di lingkaran

sespri yang menjadi jembatan menuju Sespri.

¢ Meminta Sespri untuk dapat mengatur Officer bertemu dengan
Kepala Daerah,

e Pertemuan formal/informal, merupakan awal untuk memperkenalkan dan memberikan
pemahaman tentang Pl. Untuk itu, Officer harus melengkapi dirinya dengan bahan-
bahan yang berkaitan dengan kelembagaan Tl-Indonesia (brosur} serta dengan cerdas
mampu memberikan penjelasan berkaitan Pl sebagai tool pencegahan Korupsi dim
PBJ.

o Hasil penting dari dua cara pendekatan ini haruslah terbangunnya beberapa Kesepakatan
agenda kegiatan pendahuluan. Posisi kesepakataan awal ini sangat strategis, karena
dapat diartikan Pihak Pemda secara tidak langsung telah "memberi ruang” kepada
Tl-Indonesia/Officer untuk beraktifitas di daerah bersangkutan.

3. Membangun komunikasi intensif dan Pertemuan dengan Pihak Pemda

11.1.1.2. Legislatif

Pendekatan kepada lembaga legislatif, juga dilakukan dengan 2
(dua) cara yaitu;
1. Formal, didahului dengan surat resmi
- Surat berisi permohonan untuk diagendakan pertemuan dengan
pimpinan legislatif (DPRD).
- Jika ini dapat terlaksana, lakukan diskusi mendalam agar
pimpinan DPRD memperoleh pemahaman terhadap Pl
- Seandainya, dengan pimpinan DPRD tidak memungkinkan,
pilihannya adalah dengan Komisi yang membawahi
Pembangunan, Keuangan dan Pemerintahan

2. Informal, pendekatan terhadap anggota secara personal

Dibeberapa daerah, sering ditemui adanya anggota dewan yang dituakan (senior), yang
memiliki pengaruh di internal dewan, tetapi posisinya bukanlah sebagai ketua (pimpinan).
Individu seperti ini, sangat penting untuk didekati dan diajak diskusi dengan harapan
menjadi jembatan untuk mempengaruhi khususnya unsur pimpinan DPRD dan atau Komisi
dan atau institusi DPRD umumnya. Jika komunikasi awal sudah dapat dilakukan, maka
sangat penting secara terus menerus untuk dilakukan upaya membangun komunikasi secara
intensif secara informal dengan tokoh ini.
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3. Workshop Pengenalan Pl untuk DPRD

» Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)}, DPR/DPRD tidak terkait langsung dengan
PBJ, sementara di dalam internal DPRD sendiri PBJ relatif tidak terlalu besar nilainya.
Tetapi, pendekatan terhadap Legislatif cukup significant dilakukan dalam mendorong Pl di
Daerah.

s umumnya hampir terjadi di semua daerah, ada ‘oknum’ anggota dewan yang main proyek
dan atau tegasnya dengan profesi ganda (sebagai anggota DPRD dan menjalani profesi
sebagai pelaku bisnis).

Untuk itu, perspektif Pl bagi parlemen daerah yaitu lebih kepada mendorong anggota parlemen

untuk;

e menjalankan fungsi pengawasan, terlibat secara lehih intensif dengan masyarakat yang
berperan sebagai independen monitor

» menjalankan kode etik dewan berkaitan dengan konflik kepentingan secara konsisten (sebagai
anggota parlemen disatu sisi, dan pelaku bisnis disisi lainnya), atau

e mendorong dewan untuk melahirkan suatu putusan bersama (secara institusi) yang mengatur
berkaitan kasus dmana anggota dewan juga sebagai elaku bisnis

11.1.2. Masyarakat Sipil

Pendekatan ke Masyarakat Sipil, langkahnya dapat dimulai dengan;
1. Mendapatkan tokoh kunci

Melalui tokoh kunci ini, eksplorasi dan diskusi kecil diarahkan pada kondisi lokal, dan substansi
program Program P. Berkemungkinan, tokoh kunci awal ini tidak menjadi mitra yang pas, akan
terjadi pergantian tokoh kunci berikutnya. Yang sangat penting untuk menyusun langka berikutnya
adalah bahwa idealnya tokoh kunci tersebut memiliki komnitment untuk menjadi mediator untuk
sampai terselenggaranya pertemuan antara Officer dengan beberapa tokoh dan atau pimpinan
ormas atau NGO daerah.

2. Pertemuan Pimpinan NGO/ormas/tokoh masyarkat

Pertemuan tim kecil ini memiliki arti yang sangat strategis karena dapat menjadi media
disseminasi awal tentang Pl di elemen masyarakat Sipil, dan menggalang barisan pendukung
atau presure ke Eksekutif. Dari pertemuan kecil ini jugalah, media untuk ngagendakan pertemuan
berkala dan melakukan identifikasi terhadap CSO, NGO dan Tomas yang potensi dalam membangun
semangat bersama dari masy sipil untuk Pl yang bermuara pada basis pendukung aliansi
Masyarakat Sipil pendukung Pl di Daerah.

3. Pertemuan Intensif dengan melibatkan peserta lebih banyak
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11.1.3. Pelaku Bisnis

Pendekatan kepada Pelaku Bisnis, dapat dimulai dengan

¢ Menemukan satu pelaku bisnis yang profesional sebelum melakukan
pendekatan kepada Asosiasi. Sebagaimana di jelaskan sebelumnya, key
person untuk elemen ini akan terbantu mendapatkannya dari pertemuan
dengan masyarakat sipil.

¢ Pertemuan dengan Asosiasi, pembicaraan/diskusi diarahkan untuk
memperkenalkan program Tl Indonesia Prinsip Bisnis Tanpa Suap, dan
program Pl yang bakal dilakukan didaerah

e Pertemuan dengan melibatkan beberapa Asosiasi

Pembicaraan dengan pimpinan Asosiasi dengan harapan terbangunnya dukungan dari Asosiasi
lain yang ada di daerah sasaran. Poin-point penting sebagai materi diskusi diarahkan berkaitan
dengan prilaku bisnis yang bersih dari tindakan korupsi berpedoman pada Modul Tl Indonesia
yakni Prinsip Bisnis Tanpa Suap.

Tindak lanjut dari tahapan ini, dalam rangka mendisseminasikan Prinsip
Bisnis Tanpa Suap dan pentingnya Kode Etik Perilaku Pelaku Usaha, adalah
dengan menyelenggarakan Semiloka untuk mempromosikan Prinsip Bisnis
tanpa Suap dan Kode Etik Perilaku Para Pelaku Usaha.

Il. 2. Promosi dan Kristalisasi |de Pl di Daerah
1.2.1. Promosi

Promosi Pl Tingkat daerah di maksudkan sebagai langkah tindak lanjut pasca
promosi secara parsial di setiap element. Pada fase ini, element pemerintah,
masyarakat Sipil dan Pelaku Bisnis secara bersama dilibatkan dalam kegiatan.
Aktifitasnya adalah berupa;

1.2.1.1. Seminar

Seminar diselenggarakan dengan mengambil tema umum tentang

Anti Korupsi, dengan tujuan :

e Menjadi media terutama untuk mendiseminasikan komitmen
eksekutif dalam memberantas Korupsi dengan menggunakan salah
satu alat yaitu PI.

* Menggiring lahirnya rekomendasi/adalah pernyataan lintas elemen
(masyarakat Sipil, Pebisnis dan Legislatif) untuk memerangi
korupsi di daerah.
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1.2.1.2.

11.2.2.1.

Materi seminar :

o Pakta Integritas sebagai alat pemberantasan korupsi, narasumber
akan sangat strategis berasal dari Pengurus Tl-Indonesia.

e Pencegahan dan Penindakan kasus korupsi, sebagai shock therapy
dengan nara sumber dari KPK

e Realita dan retorika pemberantasan korupsi oleh Pemerintah,
sebagai pembenturan dengan narasumber dari Praktisi atau
Akademisi.

Talkshow Radio

Radio dapat menjadi media yang efektif untuk memberi pemahaman
kepada masyarakat tentang akar korupsi dan mendisseminasikan PI
sbg salah alat untuk memberantas korupsi.

Langkah yang dilakukan adalah :

¢ Menyusun TOR

¢ Menyiapkan pembicara dari eksekutif, pelaku bisinis, dan masyarkat
sipil

Dengan program ini, diharapkan adanya Pengetahuan Masyarakat
tentang Pl

I1.2.2. Kristalisasi Ide

Pertemuan berkala dan terjadwal

Kegiatan ini, terkait dengan tindak lanjut dari seminar dimana peserta
pertemuan diharapkan dari wakil Masyarakat Sipil dan Pebisnis.
Dengan pertemuan berkala dan terjawdwal tersebut, diharapkan
keinginan untuk terus melanjutkan proses Pl semakin mengkristal.
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PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM PI
OLEH TIM PERUMUS

Dokumen P| pada dasarnya terdiri dari 2 bagian yaitu :

a. Pedoman Umum PI : adalah kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci meliputi segala
aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pakta Integritas secara benar dan
efektif. Di dalam naskah ini juga terdapat format Piagam Pl yang akan ditandatangani.

b. Piagam Pl : yaitu pernyataan/janji kejujuran yang ditandatangani oleh 2 (dua)
orang/pihak/institusi atau lebih di atas kertas bermaterai (kertas segel).

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Pl adalah :
lll.1. Workshop Pakta Integritas

Workshop Pl bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang
substansi P| serta penyusunan strategi pencegahan korupsi. Peserta workshop ini
sebaiknya berasal dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan (stake holder)
yang ada.

Out put dari workshop adalah :
a. ldentifikasi sikap dan perilaku diantaranya :
[l Keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan pelayanan
Pemda
[ Keluhan pejabat/aparatur Pemda
[ Kegiatan yang membuka peluang korupsi di lingkungan Pemda

b. Rencana aksi masing-masing pemangku kepentingan (stake holder)
Dalam hal ini masing-masing stake holder menyusun agenda untuk mendorong
penerapan PI.

Langkah-langkah yang harus dilakukan officer :

[l Pembuatan TOR kegiatan

[ Menghubungi pihak-pihak terkait

] Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan
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l1l.2. Pembentukan Tim PI
Proses pembentukan Tim Pl dapat dilakukan sejalan dengan pelaksanaan workshop.
Tim ini akan menjadi satu kelompok kerja yang bertugas menyusun draft naskah PI.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh tim ini adalah :
a. Mempresentasikan draft tersebut kepada pihak terkait, terutama :

O Eksekutif

[ Legislative
b. Penyerahan draft naskah Pl kepada pihak eksekutif.
Draft ini sebagai bahan bagi tim Pl ekskutif dalam penyusunan naskah PI.

Langkah-langkah yang harus dilakukan officer :

[0 Memfasilitasi pertemuan Tim

[l Menyiapkan bahan-bahan untuk pertemuan Tim

[1 Menyusun agenda pertemuan dengan pihak eksekutif dan legislatif

lll.3. Pembentukan Tim Pl eksekutif
Pembentukan tim ini dilakukan bersama-sama dengan pihak Pemda. Pejabat yang
terlibat dalam tim ini adalah para pengambil kebijakan dimasing-masing instansi,
diantaranya :
a. Sekda
b. Asisten bidang tata pemerintahan
c. Asisten bidang pembangunan
d. Bawasda/Bawasko/Inspektorat

Langkah-langkah yang harus dilakukan officer :
[l Merancang pertemuan dengan Bupati dan jajarannya
[1 Mendorong dikeluarkannya SK penunjukan anggota tim

l1l.4. Penyusunan Naskah Pl oleh Tim Eksekutif
Proses penyusunan Naskah P| dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

a. Workshop PI
Kegiatan ini ditujukan untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang kebijakan
yvang akan diambil oleh Pemda sebagai solusi atas identifikasi sikap dan perilaku
(I1l.1 point a).

b. Rapat Kerja.
Kegiatan ini lebih ditujukan untuk mengkompilasi bahan-bahan yang telah dihasilkan
pada proses sebelumnya menjadi sebuah naskah PI.
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Langkah-langkah yang harus dilakukan Officer :
0 Membuat TOR kegiatan
0 Menghubungi nara sumber dan fasilitator

0 Memfasilitasi pertemuan working group

Tahapan penyusunan naskah untuk masing-masing wilayah akan sangat tergantung kepada respon
Pemda terhadap konsep Pl yang ditawarkan. Pada kondisi dimana pihak Pemda menunjukkan respon
yang positif dan proaktif untuk menerapkan Pl diwilayahnya, maka beberapa tahapan di atas tidak

mutlak harus dilakukan.
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PENANDATANGANAN
PAKTA INTEGRITAS

Tujuan pemisahan tahapan penandatanganan secara terpisah adalah untuk menegaskan
kepada publik bahwa tahapan ini merupakan pengejawantahan langkah awal dari komitmen
untuk mencegah praktek KKN dalam PBJ melalui penerapan Pl. Tahap ini sesungguhnya
juga merupakan tahapan unjuk kekuatan dari pemerintah (show of force) terhadap komitmen
mereka sebagai pejabat publik untuk menjadi yang terdepan dalam pencegahan KKN,
sehingga pantas dipercaya oleh rakyat.

Disamping itu tahapan ini menjadi tanda - tanda (signal) bagi semua fihak untuk sama -
sama menjaga tegaknya penerapan Pl di suatu wilayah. Fihak - fihak (elemen) utama dan
strategis dalam tahap ini antara lain media massa (cetak maupun elektronik), masyarakat
sipil (independen monitor), pelaku usaha, NGO dsb.

Sebelum memasuki tahapan penandatanganan, Officer harus melakukan pengecekan ulang,
apakah Naskah P| benar- benar telah memuat keseluruhan prinsip Pl secara utuh. Jika
belum, perlu dilakukan sekali lagi tahapan penyempurnaan. Jika semua telah terpenuhi,
beberapa langkah yang harus dilakukan untuk penandatanganan antara lain :

IV.1. Media Penandatanganan
1. Media penandatanganan merupakan media untuk penandatanganan.
2. Media ini merupakan perwujuan Naskah dan piagam Pl dalam skala besar.
3. Biasanya dapat berbentuk spanduk, baliho, papan dan sebagainya (media bukan
lah aturan baku).
4, Dengan media ini, diharapkan dapat memudahkan para wartawan (media massa)
terkait dengan mempersiapkan bahan pemberitaan di media masing - masing.

IV.2. Melibatkan Media Secara Luas
1. Mengikutsertakan media massa sangatlah penting dan strategis bagi semua fihak.
2. Officer harus benar - benar memahami situasi dan kesempatan tersebut.
3. Bahkan jika pihak pemerintah belum melakukan komunikasi secara intensif
dengan kalanga massa, officer jarus membantu.
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Bagi pemerintah keberadaan media massa sangatlah strategis untuk kepentingan
kempanye nama baik dan reputasi mereka.

Bagi masyarakat media massa menjadi mitra strategis untuk sama - sama
mengawasi dan menguji konsistensi pemerintah menerapkan PI.
Bagi pelaku usaha, terutama pengusaha yang bersih, penandatanganan menjadi
titik awal terjadinya praktek bisnis dengan persaingan secara sehat.
Bagi situasi secara umum Kebangsaan, tahapan ini menjadi salah satu upaya
pencegahan KKN demi tegaknya integritas dan martabat Bangsa.

IV.3. Pembuatan Video Dokumentasi

Demikian pentingnya tahapan penandatanganan, jika memungkinkan Officer

maupun pemerintah daerah perlu mempersiapkan dokumentasi secara baik dan

lengkap.

Dokumentasi dapat dilakukan melalui rekaman foto, rekaman kaset bahkan jika

memungkinkan dilakukan dengan rekaman video.

Rekaman ini akan menjadi dokumen penting bagi :

a. Alat kontrol terhadap tekad awal pimpinan wilayah dalam memulai PI.

b. Menjadi media kampanye yang sangat efektif bagi upaya replikasi di daerah
lain maupun dalam rangka pembelajaran bagi daerah lain.

C. Media ini juga penting untuk kepentingan komparasi dengan daerah lain yang
telah menerapkan dan atau sedang memulai penerapan PI.
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PENGUATAN ORGANISASI
PENGAWAS/ PEMANTAU INDEPENDEN

Salah satu prinsip penting dalam konsep Pakta Integritas adalah : adanya pengakuan
terhadap keberadaan Pengawas/Pemantau Independen (Independen Monitoring). Keberadaan
pemantau independen ini menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan/penerapan PI
berjalan sesuai dengan apa yang tertuang/termaktub didalam naskah PI.

Dalam prakteknya, penerapan Pl lebih menitik beratkan pada proses Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah. Didalam proses PBJ ini akan melibatkan pihak pemerintah {pengguna)
dan pihak pelaku usaha (penyedia). Proses-proses dalam PBJ dimulai dari tahapan perencanaan
pengadaan sampai dengan serah terima (15 tahap PBJ) harus menjadi fokus untuk dilakukan
pemantauan, karena setiap tahap mempunyai peluang untuk terjadi penyimpangan.

Pengawas/Pemantau Independen ini dapat berasal dari organisasi masyarakat/Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) atau dapat juga dari individu/orang perseorangan. Tidak
diisyaratkan secara khusus, pelaku pemantau ini harus mempunyai keahlian/kecakapan
khusus dalam pemantauan, tetapi akan menjadi berkwalitas hasil pantauan tersebut apabila
sipemantau mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melakukan pemantauan
pelaksanaan/penerapan PI.

Sebagai organisasi/lembaga yang akan melakukan pemantauan, menjadi sebuah keniscayaan
untuk mempunyai dan selalu meningkatkan kemampuan dalam hal melakukan
pengawasan/pemantauan.

Target

Adapun target dari Penguatan peran pemantau independen :

1.1. Menguatnya kapasitas masyarakat sipil dan lembaga masyarakat.

1.2. Terbangunnya pemahaman tentang nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi.

1.3. Meningkatnya kemampuan masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan dan
investigasi.

1.4. Meningkatnya kemampuan Community Organizer (CO) dalam mengorganisir kelompok
masyarakat.
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1.5. Mempunyai Comunity Social Organisasi (CSO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
dalam mengelola pengaduan dari masyarakat dan resolusi terhadap
pengaduan tersebut.

Untuk daerah/wilayah yang belum ada organisasi masyarakat yang layak sebagai
organisasi pemantau, sebagai langkah awal officer dapat melakukan identifikasi
organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap masalah penerapan Pakta
Integritas khususnya Pengadaan Barang dan Jasa serta kepedulian terhadap perbaikan
sistem pemerintahan secara umum.

Atau dapat juga officer memfasilitasi dan mengorganisir masyarakat untuk di proyeksikan
menjadi kelompok/organisasi pemantau.

Untuk mencapai target pemantauan, perlu dilakukan aktivitas penguatan kapasitas dari
anggota pemantau independen diantaranya melalui pelatihan-pelatihan

1. Pelatihan penerapan Pl dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelatihan ini memberikan paparan tahapan yang ada dalam sebuah tender (15 tahap)
dan celah-celah yang dapat terjadinya penyimpangan dalam proses tender tersebut.
Sehingga sipemantau mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi penyimpangan
lebih dini. Dan juga pelatihan ini diharapkan LSM Lokal lebih memahami dan dapat
menentukan rencana penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa di
masing-masing pemerintah daerah, terutama melakukan penguatan peran seluruh
organisasi masyarakat sipil.

Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 , yang telah mengalami 7 kali perobahan, yang terakhir
perabahan kelima Perpres No. 95 tahun 2007, mengharuskan bahwa pihak pengada/panitia
pengadaan dan penyedia terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas sebelum proses
Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Pelatihan tentang Transparansi dan Akuntabilitas (Pelatihan dasar tentang nilai,

prinsip dan strategi anti korupsi).

Bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang dasar prinsip gerakan
antikorupsi, prinsip transparansi dan akuntabilitas dan bagaimana
mengimplemantasikan prinsip-prinsip tersebut dalam program antikorupsi yang lebih
realistis. Pelatih akan memfasilitasi diskusi yang berorientasi untuk membangun
gerakan antikorupsi ditingkat lokal dan strateginya.
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3. Pelatihan Monitoring dan Investigasi.

Pelatihan ini bertujuan agar Masyarakat Pemantau dan LSM Lokal dalam melakukan
investigasi kasus korupsi secara baik. Kapasitas yang harus dimiliki dalam melakukan
investigasi adalah cara mendapatkan data yang akurat, strategi melindungi pelapor
(whistleblower), kemampuan dan pengetahuan pengungkapan kasus tersebut sehingga
dapat dibuktikan dan lain sebagainya. Diharapkan setelah pelatihan dilakukan, anggota
pemantau dan LSM Lokal memiliki kemampuan investigasi di wilayahnya masing-masing
bila ditemukan adanya indikasi korupsi.

4, Pelatihan Community Organizer (CO)
Tujuan pelatihan ini adalah pembekalan terhadap pemantau atau LSM lokal dalam
melakukan penggorganisasian masyarakat. Diharapkan pelatihan ini meningkatkan
kemampuan untuk mengorganisir masyarakat dalam melakukan pemantauan.

5. Pelatihan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan (complaint handling mechanisms).
Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, organisasi pemantau mempunyai kemampuan
untuk mengelola pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan menyusun atau
membuat/mensepakati mekanisme pengaduan.

Dari pengalaman Mekanisme Pengaduan yang sudah dibangun di NAD, dimana disepakati secara
bersama antara pemangku kepentingan (Stakeholder) sebuah bentuk mekanisme pengaduan
dan reselusi dari pengaduan-pengaduan dari masyarakat tersebut. Untuk membangun mekanisme
ini melibatkan Pemerintah Daerah {dalam hal ini Bappeda), BRR, UNORC, TI Indonesia dan
LSM Lokal serta Komite (representatif dari masayrakat).

Membangun sebuah mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran dari pelaksanaan
Pakta Integritas menjadi penting, dalam hal ini karena dipahami Pakta Integritas bukanlah
sebuah produk hukum, tetapi Pl bekerja dalam koridor hukum yang ada.

Lebih detail tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan akan dibahas dalam Bab VI, Mekanisme
Pengaduan.

MODUL STRATEG| MENDORONG PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS
Pengalaman penerapan Pakta |ntegritas di Wilayah Kerja Transparency International Indonesia



PEMANTAUAN

Pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pakta Integritas merupakan salah satu
tahapan penting untuk melihat atau memastikan apakah Pakta Integritas sudah dijalankan
secara konsekuen. Dalam konteks penerapan Pl dalam proses pengadaan barang dan jasa,
pemantauan ditujukan untuk memastikan agar prinsip-prinsip Pl dijalankan secara konsisten
sehingga proses PBJ tersebut terhindar dari KKN.

VI.1. Merumuskan Sistem Pemantauan.

Hal penting dalam merumuskan sistem pemantauan adalah keterlibatan para stake
holder, sehingga bentuk dan mekanisme pemantauan dapat disepakati. Untuk
membangun kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu;

VI.1.1. Pertemuan CSO

Pertemuan pada tingkat CSO bertujuan untuk membangun kesepahaman di
tingkat masyarakat sipil tentang posisi masing-masing kelompok dalam proses
pemantauan. Beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam pertemuan C50
adalah :

- Bentuk aliansi CSO yang akan memantau proses PBJ

- Mekanisme kerja

VI.1.2. Pertemuan Lintas Elemen

Salah satu point penting dalam pemantauan PBJ adalah pengakuan terhadap
keberadaan Pemantau Independen oleh pihak-pihak terkait dalam proses
PBJ. Pengakuan tersebut menjadi penting untuk memberikan akses bagi
pemantau independent dalam melakukan pemantauan pada setiap tahapan
proses PBJ. Melalui pertemuan yang melibatkan para stake holder diharapkan
dapat dirumuskan fungsi dan peran masing-masing elemen dalam meminimalisir
KKN dalam proses PBJ.

V1.2, Monitoring Pelaksanaan Tender

Peluang terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ dapat terjadi di setiap tahapan.
Oleh karena itu identifikasi terhadap titik rawan dan pola penyimpangan yang terjadi
dalam proses PBJ harus dipahami oleh Pemantau Independen. Dengan pemahaman
tersebut selajutnya dapat disusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk
mendukung kegiatan pemantauan yang akan dilakukan, yaitu :
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VI.2.1. Mendapatkan Dokumen APBD
Dokumen APBD penting untuk mengetahui tentang proyek-proyek yang
akan dilaksanakan oleh Pemda, alokasi dana, serta lokasi dimana proyek
akan dilaksanakan. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan proyek
yang menjadi prioritas untuk dimonitoring.

Pada situasi tertentu, dimana pihak-pihak terkait belum sepenuhnya
membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen-dokumen
public, maka upaya lain melalui pendekatan personal terhadap pejabat
tertentu dapat dilakukan.

Vi.2.2. Menentukan Prioritas Proyek Yang Akan Dipantau
Pada tahap PI baru mulai diimplementasikan, dimana tidak memungkinkan
memantau seluruh proses PBJ yang dilaksanakan oleh Pemda, maka sebagai
langkah awal adalah dengan menentukan proyek yang menjadi prioritas
untuk dimonitoring, Untuk menentukan proyek mana yang menjadi prioritas
dapat digunakan beberapa criteria sebagai berikut;
1. Berdasarkan skala proyek (besar/kecil)
2. Berdasarkan lokasi proyek (penyebaran wilayah)
3. Jenis proyek (contoh : jalan, jembatan, irigasi, bangunan dll)
4. Berdasarkan metode pengadaan ; pelelangan umum, penunjukan

langsung, swakelola atau pembelian langsung.

VI.2.3. Mendapatkan Informasi Yang Berkaitan Dengan Proses Tender (informasi
lelang dan dokumen pendukung lainnya)

Informasi tentang proses pelaksanaan tender dan dokumen pendukung
lainnya merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam melakukan
monitoring. Hal ini sangat penting sebagai acuan untuk melihat apakah
proses PBJ sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau
belum.

Untuk mendapatkan informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara;

- Meminta ke instansi yang melaksanakan tender

- Menghadiri proses tender (aanwijzing dan pemasukan/pembukaan dokumen
penawaran)

- Informasi tentang penyimpangan yang terjadi dapat juga berasal dari
pengaduan masyarakat dan pelaku usaha.
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Pakta Integritas adalah alat yang berfungsi mencegah terjadinya korupsi, disamping itu perlu disadari
bahwa dengan penerapan Pl tidak serta merta menihilkan praktek korupsi. Upaya beberapa aparatur
dan pelaku usaha untuk melakukan praktek KKN dalam proses PBJ masih akan tetap berlangsung. Oleh
karena itu keberadaan pemantau independent sebagai salah satu elemen penting dalam konsep Pl harus
melakukan fungsinya secara maksimal. Kehadiran pemantau independent dalam beberapa tahapan
penting dalam proses tender akan mempersempit peluang terjadinya KKN. Di sisi lain kelompok pemantau
independent juga harus membangun mekanisme dan menyusun kode etik yang bisa mencegah anggotanya

terjebak dalam praktek KKN, karena peluang untuk disuap ketika melakukan pemantauan sangat besar.

Vi.3. Analisa Temuan Hasil Pemantauan.

VI.3.1. Verifikasi dan Invesitigasi

Verifikasi terhadap hasil temuan merupakan langkah yang harus dilakukan
guna menjaga agar output dari proses pemantauan menjadi objective. Proses
verifikasi dapat dilakukan menemui (pimpro, panitia lelang, dan kontraktor
pelaksana).

Investigasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi
lebih mendalam tentang temuan awal dari suatu penyimpangan. Hasil dari
kegiatan ini untuk proses penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Kegiatan
investigasi ini dapat juga melibatkan orang yang ahli dibidang pekerjaan
yang sedang diinvestigasi.

VI1.3.2. Kesimpulan dan Rekomendasi

Proses pembuatan kesimpulan dan rekomendasi dilakukan setelah semua
proses verifikasi dan investigasi dilakukan. Kesimpulan yang dibuat harus
didukung oleh data yang akurat serta dasar argumen yang kuat, dan bila
diperlukan dapat melibatkan ahli.Output atau kesimpulan dari pemantauan
proses PBJ adalah “cacat atau tidak” cacatnya proses PBJ yang dilaksanakan.

VI.3.3. Penyusunan Laporan

Agar hasil pemantauan dapat dibaca dan dipahami oleh semua pihak yang
terkait, maka sebaiknya semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam
melakukan pemantauan direkam dalam bentuk laporan.
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MEKANISME PENGADUAN
(Complaint Mechanisms)

Pengaduan yang masuk dari masyarakat harus memiliki wadah yang dapat menjadi jembatan
dan membantu untuk memfasilitasi dalam pemecahan masalah yang di adukan.

Badan yang akan mengelola pengaduan dibutuhkan untuk dapat mengelola pengaduan yang
masuk. Badan ini harus independen, keputusan atau hasil analisa yang diperoleh tidak
memihak, menilai menurut sistem hukum tertulis. Walaupun sifat badan ini independen,
namun keanggotaannya dapat saja dari unsur pemerintah.

Untuk menuju terbentuknya badan ini, officer memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang
membicarakan dengan berbagai pihak bagaimana badan ini dapat dilahirkan dengan segala

fungsi dan tugasnya.

Alur yang dapat dijadikan acuan oleh officer untuk membangun mekanisme pengaduan :

1. Lobby/Pendekatan :

1.1. Pemerintah (Bappeda, Bawasda dan tingkat Kecamatan),
Pendekatan Kepada pihak-pihak tersebut, untuk memberikan gambaran
pentingnya membangun sebuah mekanisme pengaduan masyarakat terhadap
pelaksanaan PI

1.2, Masyarakat (LSM lokal),
Menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pl tidak tertutup akan terjadi
pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan pengaduan itu harus ada mekanisme
untuk menindak lanjutinya.

1.3. Pelaku Usaha/Kontraktor.
Menjelaskan bahwa dalam penerapan Pl pihak kontraktor juga dapat melakukan
pengaduan terhadap masalah yang menimpa pelaku usaha/kontraktor ketika
mengerjakan sebuah proyek.
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2. Memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha
Inti dari pertemuan ini adalah untuk mensepakati bentuk/mekanisme pengaduan
dari masyarakat dan mengelola pengaduan tersebut.

Contoh yang dapat jadi acuan bagi officer dalam membangun mekanisme pengaduan adalah
skema mekanisme pengaduan yang diterapkan di wilayah kerja T| Indonesia di propinsi NAD

Januari Pertemuan Pertama: Rencana Tahun

Ini :

- Kebutuhan scr umum untuk kecamatan

- daftar projek dari INGOs dan donors, BRR,
Bappeda

- daftar penerima bantuan

- kekurangan dan duplikasi

- rencana per kuartal

Penerima Bantuan - standard kualitas?

T Muspika

JROH
Donors

Pertemuan antar

Sektor - tkt
Komite Kecamatan
Masyarakat -— =
Struktur saat ini: KRS (Kec. Record
SDCM (Sub District ¢ System) Matriks
Mukim L Consultative
meeting/
Pertemuan
Bappeda / Koordinasi tk. Kec)
/ INGOs
Perkembangan Pusat Database: BRR
- Program per lokasi- daftar
penerima bantuan
- Laporan
kemajuan/perkembangan DINAS
- Info ttg Kontraktor-2
- Data ttg penjajagan kebutuhan
- Dokumentasi pengaduan -
mediasi
Diskusi masalah
v — khusus
Identifikasi imp lementasi .
Laporan kemajuan/ kekurangan kebutuhan yg
perkembangan dan duplikasi belum terpenuhi
Contoh skema pertemuan Mekanisme Pengaduan di NAD
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Contoh Skema Mekanisme Pengaduan di NAD

> Penerima JROH: >
Manfaat Edisi khusus tentang program-2 di tingkat kecamatan:
- Tujuan

- Rencana tahunan/semester/kwartal

- Nama kontak dari setiap program dan informasi
singkat tentang sistem penanganan pengaduan

» Pertanyaan, jawaban/ respon, keluhan

PCM —» Kartu Pengaduan

4

Komite
Masyarakat

l

Verifikasi dan ‘

JROH — Verifikasi dan Investigasi (Oleh Mitra)

pendokumentasian
masalah

Lembaga pelaksana

Laporan kepada
kontak dari organisasi
pelaksana Laporan
perkembangan
(kemajuan) Masalah
terselesaikan
tgurakt pe,’tja?jia" . Diskusi- pemecahan
antara komite / cama masalah- Camat,

dan organisasi SAK, BRR, TI, NGO local,

pelaksana ttg rencana Komite, muspika+
tindak lanjut kontrakior

/ Proyek dan pelaksanaa
solusi tidak dapat

diteruskan karena dana

SAK, CAMAT membawa e st cil
masalah ini ke KPK Keimits mefomiskarn yang 'l ' ukup

Korupsi

masalah ini ke polisi

Kasus ini dibawa ke rapat
koordinasi sub- distrik dan
pencarian organisasi lain
untuk mengisi kekosongan

Dari skema yang pertama terlihat adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan
multi pihak yang difasilitasi oleh officer dan diharapkan hasil dari pertemuan
tersebut terbangun kesepahaman dan sebuah konsultatif group.
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Pada skema kedua menggambarkan alur pengaduan masyarakat. Dimana terlihat tahapan-
tahapan pengaduan dari masyarakat, mulai dari awal sampai sebuah pengaduan itu harus
diarahkan kemana, sesuai dengan tingkat dan kwalitas pengaduan.

Ketika sebuah pengaduan setelah dilakukan verifikasi dan investigasi, untuk menentukan
ke arah mana kasus itu diteruskan, tetap melibatkan para pihak di suatu wilayah, dalam
hal ini skema yang dibangun pada tingkat kecamatan.
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(Conflict Resolution)

Pelaksanaan Pl yang melibatkan tiga kelompok yang ada di masyarakat (pemerintah, pelaku
usaha dan masyarakat) akan sangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentingan
apabila dalam pelaksanaannya tidak didasari dengan ketulusan hati masing-masing pihak,
serta harus mampu mengubah paradigma yang selama ini dianut.

1. Perselisihan dapat terjadi antara:
¢ Pejabat terkait dalam pengadaan barang dan jasa (atasan pimpro, pimpro, panitia)
dengan mitra kerja/pebisnis.
¢ Pejabat dengan masyarakat.
e Mitra kerja/pebisnis dengan masyarakat.

2. Pola-pola resolusi perselisihan :

2.1. Pola resolusi perselisihan melalui ajudikasi

» Kedua belah pihak mengangkat satu tenaga profesional ajudikator yang memiliki
kemampuan dan dihormati kedua belah pihak.

o Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhi pakta integritas
tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya ditangani oleh
ajudikator yang mereka hormati karena kearifannya.

» Dalam hal para pihak ternyata tidak bersedia menerima putusan/rekomendasi
dari ajudikator yang mereka pilih, mereka dapat meminta badan yang tetap
(Ombudsmen Nasional, atau Badan Arbitrasi Nasional.) untuk membantu
penyelasaian perselisihan diluar pengadilan.

2.2, Pola resolusi perselisihan melalui mediasi.
¢ Masing-masing pihak memilih seorang mediator/arbitrator yang profesional
dan memiliki kemampuan serta integritas.
» Masing-masing mediator/arbitrator akan menunjuk seorang arbitrator ketiga.
» Penyelesaian masalah yang timbul akibat tidak dipenuhinya janji integritas
yang telah mereka sepakati, sehingga menimbulkan perselisihan, sepenuhnya
ditangan para mediator yang terdiri 3 profesional tersebut.
e Dalam hal para pihak ternyata menolak putusan/rekomendasi para pakar
tersebut. Perselisihan dapat dibawa ke ombudsmen nasional (apabila menghendaki
penyelesaian di luar pengadilan).

MODUL STRATEG| MENDORONG PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS
Pengalaman penerapan Pakta Integritas di Wilayah Kerja Transparency International Indonesia

23



2.3 Pola resolusi perselisihan melalui pengadilan.

= Pengawas/pemantau independen membawa masalah perselisihan/pertikaian
kepengadilan setempat.

= informasi dan temuan terkait dalam penerapan pakta integritas disampaikan
secara utuh kepada pihak terkait.

= masyarakat pelapor/saksi merupakan entitas yang perlu dilindungi oleh semua
pihak, terutama oleh pihak yudikatif dan Pemerintah.

= Masyarakat dan TPP secara bersama-sama harus melindungi secara informal
terhadap saksi.

Belajar dari apa yang sedang dibangun saat ini di program DFID Aceh, resolusi atau penyelesaian
perselisihan yang terjadi dalam kegiatan Rekon dan Rehab paska tsunami, pola yang diterapkan
adalah mediasi, namun belumlah seideal konsep perselisihan yang ingin diterapkan. Mediasi
lebih menitik beratkan dialog atau musyawarah antara masyarakat yang merasa kurang puas
dengan para implementor di lapangan.

Metode ini cukup membawa hasil yang baik, adanya kesepahaman dan saling pengertian antara
masyarakat dengan implementor.

24

MODUL STRATEGI MENDORONG PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS
Pengalaman penerapan Pakta Integritas di Wilayah Kerja Transparency International Indonesia



MEKANISME PERLINDUNGAN SAKSI
(Whistle Blower Protection)

Perlindungan Saksi menjadi salah satu prinsip dasar Pl yang harus di implementasikan.
Karena kasus korupsi atau penyelewengan lain dalam proses PBJ sering tidak terungkap
disebabkan orang tidak merasa terlindungi secara hukum dalam kapasitasnya sebagai saksi
dan pelapor. Misalnya dugaan korupsi di suatu Dinas, staf di Dinas ini takut melaporkan
karena taku resikonya akan di pecat. Kasus lain misalnya, pelapor di malah dituntut balik
dengan fasal pencemaran nama baik, atau pada kasus tertentu saksi statusnya jadi tersangka.

Untuk itu, upaya mendorong Undang-undang Perlindungan Saksi dalam kerangka Pl menjadi
sangat penting. Targetnya adalah adanya kepastian hukum tentang Perlindungan Saksi
dalam kerangka penerapan PI.

Tahapan kegiatan yang mungkin dilakukan adalah dalam hal ini adalah sebagai berikut;

IX.1. Amendement UU Perlindungan Saksi

Perlindungan terhadap Saksi, secara Nasional sudah diatur dengan adanya UU No 13
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Tetapi UU ini masih lemah secara hukum
memayungi keberadaan saksi dan pelapor. UU ini perlu di Amandemen sehingga lebih
memberikan kepastia hukum terhadap saksi dan pelapor. Dalam mendorong Amandemen
UU Perlindungan Saksi, level kegiatannya adalah di tingkat Nasional. Untuk itu, ini
menjadi kerja dari Seknas Tl-Indonesia.

Tahapan kegiatan untuk mendorong tersebut adalah:
Penyusunan Paper Posisi,

Penyusunan Naskah Akademis

Penyusunan Draft RUU Amandement

Membangun Koalisi

Kampanye
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IX.2.

Ditingkat daerah, secara paralel harus dilakukan juga kerja-kerja yang pada tujuannya
adalah untuk membangun/menggalang dukungan dari bawah. Kerja yang harus
dilakukan officer adalah;

Disseminasi pentingnya UU Perlindungan Saksi
Pertemuan dan diskusi denga berbagai elemen
Tulisan di media masa

Membuat Pernyataan bersama lintas elemen

Pentingnya Perda Perlindungan Saksi

Meskipun sudah ada UU ditingkat Nasional, ditingkat daerah ruang untuk menginisiasi
lahirnya Perda Perlindungan Saksi sangat terbuka. Pada konteks daerah, Perda
Perlindungan Saksi lebih sepesifik ditujukan dalam kerangka Pl di daerah. Substansinya
dari Perda Perlindungan Saksi ini, dapat mengacu kepada pointer-pointer yang
disebutkan dalam Naskah Dokumen PI di khususnya penjabaran Prinsip Perlindungan
Saksi.

Kehadiran Perda Kabupaten Solok No.5/2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dan Perda
Kota Probolinggo No.5/2003 dan No. 6/2003 dapat menjadi salah satu contoh dalam kaitan
mendorong Perda Perlindungan Saksi. Meskipun ditingkat Nasional Undang-undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik masih dalam perdebatan, ternyata daerah justru sudah terlebih
dahulu.

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh officer untuk mendorong lahirnya Perda
ini sama adalah:

e Penyusunan Paper Posisi, di lanjutkan dengan diskusi terbatas
e Penyusunan Naskah akademis, delanjutkan dengan

¢ Pembicaraan dengan Eksekutif dan atau

e Pembcaraan dengan DPRD

e Penyusunan Draft Ranperda, dilanjutkan dengan Penyerahan Draft ke
e Eksekutif, dan atau

e DPRD

¢ Pengawalan intensif untuk menjadi Perda
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IX.3. Mendorong Komitmen Pimpinan Wilayah untuk menjadi Pelindung bagi saksi
(pelapor / korban) atau sering disebut memberikan komitmen personal (Personal
Guarantee)

Mendorong Pimpinan daerah sebagai Personal Guarantee merupakan target minimal
dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi saksi dalam kerangka PI di daerah.
Karena proses lahirnya Perda harus mengikuti mekanisme dan waktu yang sangat
panjang. Untuk itu, langkah-langkah yang mesti harus dilakukan antara lain adalah:

e Lobby kepada pimpinan wilayah ttg pentingnya dan urgentnya perlindungan saksi
dalam konteks penerapan Pl nantinya. Substansi penting yang harus menjadi bahan
lobby adalah;

e Ketakutan di tingkat staf kerahasian identitasnya tidak terjamin atau resiko
pemecatan, sehingga kondisi seperti ini menghambat Pimpinan Daerah untuk
membersihkan internal Pemda dari praktik KKN.

¢ Menyusun Draft Juklak/Juknis untuk perlindungan saksi, sebagai upaya untuk
mempercepat proses. Tahapan berikut yang akan dilakukan adalah mendiskusikan
juklak/juknis dengan;

e Kepala Daerah

o Dinas yang terkait seperti Tata Keperintahan dan Bagian Hukum

e Mendorong percepatan dikeluarkannya SK untuk melindungi saksi pelapor/ korban,
melalui;
¢ Komunikasi intensif dengan Tim Pemda(Tata Kepemerintahan dan Bagian Hukum)
¢ Secara terus menerus membangun opini melalui media dengan corongnya adalah

elemen masyarakat sipil.
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MEKANISME PEMBERLAKUAN SANKSI

Agar Pakta Integritas diterapkan secara konsisten dan utuh oleh semua fihak, maka perumusan
dan pemberlakuan sanksi merupakan prinsip penting yang tidak bisa diabaikan. Terutama
kepada eksekutif (pengguna jasa) dan pelaku usaha (penyedia jasa) sebagai pihak utama
dalam penerapan sanksi.

Rumusan tentang pemberlakuan sanksi dapat dilihat dalam Naskah Pl atau seperti dalam
kotak di bawah :

a. Sanksi bagi pejabat pelaksana layanan prima

1. Pejabat pelanggar pakta dikenakan sanksi sesuai dengan pp 30 tahun 1980 dan ketentuan
TPTGR

2. Apabila temyata pelanggaran pakta integritas ternyata dikategorikan melakukan penyimpangan
yang mengakibatkan kerugian negara melanggar undang-undang 28/99, 31/2001/KUHP,
berkas diteruskan ke pengadilan untuk diputuskan lebih lanjut.

3. Disinsentif melekat pada pejabat yang diputuskan pelanggar pakta integritas.

4, Suap yang telah diterima harus dikembalikan kepada yang memberi

b. Sanksi bagl swasta yang melanggar Pakta Integritas.

1. Pebisnis yang terbukti melanggar pakta integritas dikenakan sanksi sesuai dengan janji
sendiri berupa memasukan dalam daftar hitam.

2. Pencekalan untuk tidak mendapat pekerjaan selama 1 tahun.

3. Kontrak yang sedang dikerjakan diputus, dan jaminan pelaksanaan dicairkan untuk pemda,
termasuk sisa jaminan uang muka , dan mangganti kerugian pemerintah daerah atas
pelaksanaan pekerjaan yang berkualitas dibawah standar.

Tahapan merumuskan pemberlakuan sanksi antara lain :

1. Melakukan pendekatan, baik formal maupun informal kepada pimpinan para pihak
untuk menegaskan pentingnya pemberlakuan sanksi sekaligus meminta komitmen para
pihak tersebut. Para pihak tersebut terutama adalah pimpinan eksekutif (Gubernur /
Bupati /Walikota) maupun pimpinan asosiasi pengusaha dan atau pimpinan suatu
perusahaan.
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2. Memfasilitasi pertemuan para pihak, terutama eksekutif, legislative, pelaku usaha,
masyarakat. Secara teknis gambaran pertemuan ini adalah :

a. Pertemuan difasilitasi secara sepenuhnya oleh pemerintah daerah

b. Pertemuan sepenuhnya difasilitasi oleh Officer (dengan dukungan penuh dari
institusi nya)

¢. Pertemuan difasilitasi secara bersama antara pemerintah, institusi yang mendorong
penerapan Pl maupun oleh pihak swasta.

Tujuan pertemuan ini antara lain :

1. Merumuskan strategi pemberlakuan sanksi (yang telah tersusun dalam Naskah Pl)
sebagai rangkaian dari penerapan Pl dalam praktek sehari - hari.

2. Menghasilkan kesepakatan kapan, sejauh mana dan kepada siapa saja mekanisme
pemberlakuan sanksi diterapkan.

3. Mendorong para pihak untuk secara konsisten benar - benar memberlakukan mekanisme
pemberian sanksi. Karena, meskipun telah menjadi kesepakatan para pihak melalui
berbagai pertemuan tersebut, Officer bersama Pemantau Independent tetap harus
memastikan apakah pemberlakuan sanksi benar - benar telah diterapkan.
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PEMBERLAKUAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
(Reward and Punishment)

Untuk mewujudkan Pl yang terimplementasi secara utuh dan konsisten, Penghargaan dan
Hukuman yang menjadi salah satu prinsip dalam naskah P| harus didorong untuk diterapkan
secara konsisten. Penghargaan dan Hukuman, tersebut, berlaku terhadap;

¢ Pejabat dilingkup Pemerintah Daerah
¢ Pelaku Bisnis
¢ Masyarakat Sipil

Menyangkut mekanisme dan bentuk pelaksanaannya, adalah mengacu pada rumusan yang
sudah ada dalam Naskah dokumen PI. Tetapi yang juga perlu dicermati adalah bahwa bahwa
resistensi dalam penerapan penghargaan dan hukuman ini pasti akan sangat tinggi khususnya
di elemen pelaku bisnis. Maka dari itu, perlu pendekatan komprehensif yang melibatkan
pimpinan asosiasi dan kepala daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah;

¢ Pembicaraan dengan Kepala Daerah

¢ Pembicaraan dengan Kepala Dinas yang menjadi leading sektor Pl di Pemerintah Daerah
¢ Pembicaraan dan lobby dengan Asosiasi

¢ Membangun dialog yang melibatkan Pemerintah Daerah dan Asosiasi, dan atau
* Seminar dengan topik pengadaan barang dan Jasa di Daerah

Catatan:

Dalam Naskah Dokumen Pl Solok, berkaitan dengan Penghargaan dan Hukuman untuk Masyarakat Sipil
belumn diatur. Pengembangan Ide pengaturan Penghargaan dan Hukuman untuk masyarkat sipil didasarkan
pada teori bahwa masyarkat sipil disamping aktor yang akan terlibat aktif untuk melawan korupsi,

disisi lain juga adalah aktor penyebab terjadinyanya korupsi itu sendiri.
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ANALISA KEMUNGKINAN PENERAPAN
PAKTA INTEGRITAS DISUATU WILAYAH

Pakta Integritas sebagai alat anti korupsi yang dikembangkan oleh Transparency International
(Tl) telah banyak diadopsi oleh berbagai kota (wilayah) di dunia. Di Indonesia, konsep ini
juga telah dipromosikan dan diterapkan di beberapa daerah, institusi pemerintah dan
swasta. Bahkan salah satu peraturan pemerintah yaitu Keppres No. 80 tahun 2003 telah
mensyaratkan Pl sebagai lampiran yang harus ditandatangani oleh pihak yang terlibat dalam
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Keberadaan Pl yang telah menjadi milik public menyebabkan setiap daerah atau instusi
pemerintah maupun swasta, bebas menerapkan Pl. Berdasarkan kondisi tersebut maka
dalam mempromosikan Pl akan ditemui wilayah dengan situasi yang berbeda-beda. Beberapa
situasi wilayah yang mungkin ditemui dalam kaitannya dengan Pl adalah :

Xll.1. Wilayah yang telah mengenal dan siap menandatangani Pakta Integritas

Untuk daerah dengan situasi seperti tersebut di atas, beberapa hal yang harus dilihat
adalah;

O Apakah dokumen Pl yang dimiliki telah lengkap ? (tidak hanya sebatas piagam
yang ditandatangani di atas materai, tetapi harus memiliki naskah yang menjadi
acuan dalam penerapannya)

[1 Apakah Pl yang akan diterapkan sesuai dengan konsep Pl yang dipromosikan Tl ?
(semua elemen dasar Pl dan bagaimana cara melaksanakannya sudah dirumuskan
secara jelas)

[1 Apakah Pl hanya digunakan untuk mendongkrak popularitas pimpinan wilayah ?

Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah;

[1 Melakukan Assessment/Penilaian (untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman
terhadap PI)

[1 Memberikan pemahaman tentang konsep PI
-  Membangun pemahaman publik melalui media (tulisan)
- Audiensi dengan pimpinan wilayah
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Xll.2. Wilayah yang baru berkenalan dengan Pakta Integritas

Beberapa daerah di Indonesia ada yang sudah mengetahui tentang Pl tapi belum
paham tentang konsep penerapannya. Untuk mempromosikan penerapan Pl di wilayah
dengan kondisi demikian dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;

0  Memperkenalkan konsep Pl melalui seminar atau lokakarya yang melibatkan
pemerintahan daerah, civil society dan dunia usaha.

1 Membangun kesepahaman antar stake holder dalam upaya pemberantasan korupsi

0 Menyusun rencana strategis daerah dalam pemberantasan korupsi

[l Menyusun agenda daerah untuk penerapan PI

Pendekatan terhadap pimpinan daerah melalui lobby harus tetap dilakukan, karena
kemauan politik dari pimpinan daerah merupakan faktor utama dalam merealisasikan
penerapan PI.

XIl.3. Wilayah yang belum sama sekali mengenal Pakta Integritas

Khusus untuk wilayah dengan situasi tersebut di atas, maka beberapa langkah yang
perlu dilakukan adalah;

1 Assesment terhadap pimpinan wilayah, terutama komitmen terhadap upaya
pemberantasan korupsi.
0 Assesment terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di wilayah tersebut.
- Apakah sistem birokrasi yang terbangun memberi peluang bagi terjadinya
praktek korupsi ?
- Apakah sudah ada praktek-praktek yang baik dalam rangka penerapan good
governance ?
0 Assesment terhadap asosiasi dunia usaha
- Informasi sistem PBJ yang dilaksanakan
- Keluhan-keluhan terhadap sistem PBJ
1 Analisa sosial
- Relasi pemerintah dan civil society
- Struktur sosial
- Sikap masyarakat terhadap perilaku korup

Berdasarkan hasil assesment tersebut dapat dirumuskan strategi untuk mempromosikan
Pl. Langkah selanjutnya yang paling penting adalah pendekatan terhadap pimpinan
wilayah untuk memperkenalkan Pl. Point penting yang perlu tersampaikan adalah
keuntungan-keuntungan yang dapat diraih oleh wilayah tersebut apabila menerapkan
Pl. Keuntungan yang diraih bisa berupa;

- Meningkatnya citra daerah dan kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah
daerah sehingga dapat mengundang masuknya investor

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sehingga
dukungan terhadap pemerintah juga semakin meningkat.

- Terjadinya efisiensi penggunaan anggaran
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PENUTUP

Sampai dengan akhir tahun 2008, Transparancy International Indonesia telah dapat
memfasilitasi dan mendorong beberapa Kabupaten/Kota menerapkan Pakta Integritas dalam
rangka perbaikan sistem Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun Kabupaten/Kota tersebut :

Kabupaten Solok - Sumatera Barat, deklarasi tanggal 10 November 2003
Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan, deklarasi tanggal 20 April 2007
Kabupaten Dharmasraya - Sumatera Barat, deklarasi tanggal 7 Januari 2008
Kabupaten Gorontalo - Gorontalo, deklarasi tanggal 23 April 2008

Kota Makassar - Sulawesi Selatan, deklarasi tanggal 8 Mei 2008, dan

Kota Semarang - Jawa Tengah, dekalrasi 18 Juni 2008

L U o o

Saat ini di beberapa Kabupaten/Kota lain sedang mempersiapkan menuju deklarasi, Kota
Probolinggo (Jawa Timur), Kab. Grobogan (Jawa Tengah) dan 10 Kota/Kabupaten di Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.

Kedepan diharapkan modul ini dapat dijadikan pegangan bagi officer untuk mendorong
penerapan Pakta Integritas di Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Sehingga cita-cita besar
untuk mewujudkan Pulau-Pulau Integritas dapat direalisasikan.
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9 PRINSIP
PAKTA INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah,

Komitmen Swasta,

Komitmen Pemerintah dan Swasta terhadap
Partisipasi Masyarakat

Pemantau Independen

Mekanisme Pengaduan

Mekanisme Resolusi Konflik/
Penyelesaian Perselisihan)
Perlindungan Saksi

Penerapan Penghargaan dan Hukuman
Kesepakatan Batasan Rahasia.





